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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara
adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil,
demikian pula dengan negara Indonesia. Sistem keuangan negara
Indonesia terdiri dari tiga unsur, yakni sistem moneter, sistem

perbankan dari sistem lembaga keuangan bukan bank.

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya
membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan.
Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan
ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh
sebab itu peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting.
Tidak ada satu negarapun hidup tanpa memanfaatkan lembaga
keuangan. Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam
memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana dalam rangka untuk
mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga
keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi memperlancar

mobilisasi dana dari pihak surplus dana ke pihak defisit dana.

Pada saat ini terdapat dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga

keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.lembaga



keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan lembaga
keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun
dana dari masyarakat melalui penjualan surat-surat berharga. Bentuk
dari lembaga keuangan bukan bank ini adalah : modal ventura, anjak

piutang, dana pensiun dan pegadaian.

Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan
yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan
kembali kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi
pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun
konsumtif. Lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua
jenis, yaitu bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat
syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam
pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (inferest fee),
sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam
pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah
Islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum

Islam antara bank dengan pihak lain untuk

menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan

lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (UU, No:1998).



Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan
berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991. Pada
mulanya perbankan syariah belum mendapat perhatian yang optimal
dari pemerintah, hal ini terlihat pada Undang-Undang No 7 tahun 1992
yang belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional
perbankan syariah. Namun, setelah adanya undang-undang baru yaitu
Undang-Undang No 10 tahun 1998 maka bank syariah telah memiliki
landasan hukum yang lebih kuat serta jenis-jenis usaha yang dapat
dioperasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga
memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka
cabang syariah ataupun mengkonversi secara total menjadi bank
syariah. Dengan diakuinya dua sistem perbankan yaitu perbankan
sistem bagi hasil dan sistem konvensional, maka bank syariah semakin
berkembang dan mulai dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat di

Indonesia.

Bank yang berdasarkan prinsip syariah seperti halnya bank
konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi
(intermediary institution), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan
menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang
membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan
merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama

pendapatan bagi bank syariah.



Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip syariah antara
lain adalah: berdasarkan prinsip jual beli barang pada harga asal
dengan tambahan keuntungan vyang disepakati (Murabahah),
pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah),
kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama
menyediakan modal 100% sedangkan pihak lain menjadi pengelola
(mudharabah), pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari
sementara pembayarannya dilakukan di muka (salam), pembelian
barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan yang disepakati
(istishna’), pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti
dengan pemindahan kepemilikan (ijarah), jaminan yang diberikan oleh
bank kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua
(kafalah), pengalihan hutang (hawalah), dan pemberian harta kepada

orang lain agar dapat ditagih dan diminta kembali (qardh).

Dalam menjalankan prinsip syariahnya, bank syariah juga harus
menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan
saling menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah yang
merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena
itu, produk layanan perbankan harus disediakan untuk mampu
memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan
kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai

Islam.



PT. Bank Syariah X merupakan salah satu bank syariah di
Indonesia yang menjalankan konsep Musyarakah berdasarkan PSAK
NO. 106, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu
usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi
dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan
kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana.
Bank Syariah X memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk
Musyarakah yang mempunyai beberapa sistem, prosedur dan
persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur. PSAK No 106
merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses
pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem
pembiayaan secara kontribusi dari proses transaksi antara pihak-pihak
yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai dilembaga
perbankan syariah. Sejalan dengan hal tersebut, sistem pembiayaan
kontributif dalam produk pembiayaan pada PT Bank Syariah X adalah
pembiayaan musyarakah. Dengan demikian, perlu kiranya dilakukan
riset dan penelitian untuk melihat bagaimana sistem penerapan PSAK
No 106 terhadap pembiayaan musyarakah di lembaga tersebut. Inilah

kemudian yang menjadi signifikansi dari penelitian ini dilakukan.



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan

masalah dari penelitian ini adalah:

“‘Apakah penerapan pembiayaan musyarakah pada PT Bank Syariah X

telah sesuai dengan PSAK No. 1067”

C. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan Penulisan :

a. Memperoleh gambaran teoretis mengenai Bank Syariah dan
pembiayaannya yang berbentuk Musyarakah.

b. Mengetahui apakah PT. Bank Syariah X telah melakukan
penerapan pembiayaan Musyarakah yang sesuai dengan
PSAK No.106.

2. Manfaat Penulisan :

a. Penulis
Bermanfaat untuk menambah iImu pengetahuan mengenai
Bank Syariah dan pembiayaannya yang berbentuk Musyarakah
dan bagaimana ketetapannya yang diatur dalam PSAK No.

106.



b. PT. Bank Syariah X
Bermanfaat untuk menjadi rambu-rambu jika didapati beberapa
perlakuan atau pencatatan atas pembiayaan Musyarakah yang
tidak sesuai dengan ketetapan PSAK No. 106.

c. Masyarakat dan Pembaca
Dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut jika didapati

kekurangan atas penelitian sebelumnya.



